
Mcngingnt: 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSLA 
rnPUl3LIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI MUICUM DAN IIAIC ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR M.02-HL.05.06 TAICUN 2006 

TENTANG 
TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN 

UNTUIC MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA 

DPNGAN RAHMAT TUEIAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIIC INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun ,2006 tentang Kewarganegrrraan Republik Indonesia, perlu illenetnpkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tatn Cam 
Menyampailcan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tnhun 2006 tentang I<ewarganegarabn Republik 
Indonesia (Len~baran Negnra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tnmbahnn Lembarnn Negt~ra Republik Indonesia Nomor 4634); 

2. Peraturan Menteri Hukum dan I-Ink ' ~ s a s i  Manusia Nomor: M.03-PR.07.10 
Tahun 2005 tentang Orgmisnsi dan Tata Kerja Depnrtemen H~tkum dan Hak 
Asasi Manusia; 

Menetaplan : PERATURAN MENTERI H U I W  DAN IIAIC ASASI MANUSIA 
TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK 
MPNJADI WARGA N E G A W  INDONESIA. 

BAB I 
ICPmNTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemohon adalah laki-laki atau perempuan w a r p  negara ming yang kawin secan sah dengan 

perempuan atau laki-laki Warga Negam Indonesia. 

2. ~ej'abat yang ditunjuk oleh Menteri untuk' menangani mosalah Kewarganegaram Republik 
Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepa!? Kantor Wilayah Departemen Hukum d m  
Hnk Asnsi Manusin. 



BAB 11 
TATA C A M  MENYAMPAIICAN PERNYATAAN 

Pasal 2 

Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh 
Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara 
Indonesia di hadapan Pejabat apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara 
Republik Monesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun 
tidak berturut-tumt, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan 
berkewarganegaraan ganda. 

(1) Pernyataan untuk menjadi Warga Negm Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
disampaikan oleh Pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup 
kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pemohon. 

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : 
a. nama Icngkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal dan kewarganegaraan Pemohon; 
b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suarni atau isteri Pemohon. 

(3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  hams dilarnpiri dengan : 
a. fotokopi kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau swat keterangan tempat tinggal Pernohon yang disahkan 

oIeh pejabat yang berwenang; 
c. fotokopi kutipan akte kelahiran dari Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia suami atau 

isteri Pemohon yang disahkan oIeh pejabat yang berwenang; 
d. fotokopi kutipan akte perkawin- nikah Pemohon dan suami atau isteri yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang; 
e. sum keterangan dari kantor irnigrasi di ternpat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa 

Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 dims) hhun berturut-turut atau 
paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak bertumt-tunst; 

f. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempnt tin@ Pernohon; 
g, surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang n~enerangkan bahwa setelah Pemohon 

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaram negara 
yang bemmgkutan; 

h. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatwn Republik Indonesia, 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan 
mcmbelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kmjiban yang dibebankan 
negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas; d m  

i. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukraan 4x6 cm sebanyak 6(enam) lembar. 
(4) Pemyatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf h menggunakan bentuk 

formdir sebagairnana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 

(1) Pejabat memeriksa kelengkapan pernyataan sebagaimana amaksud dalam Pasal 3 ddam waktu 
paling lmbat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima. 

(2) Dalam ha1 pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum lengkap, Pejabat 
mengembalikmya kepada Pemohon dalam waktu paling lmbat 14 (ernpat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. 

(3) DaIam ha1 pernyataan telah dinyatakan lengkap Pejabat menyampaikan pemyataan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 kepada Menteri dalam wahu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal ptrnyataan diterima. 

(4) Pengembalian pemyataan sebagaimana dimeksud pada ayat (2) dm penyampaian pernyataan 
kepada Menteri sebagaimana d i i u d  pada ayat (3) m e n w a k a n  bentuk formulir sebagaimana 
tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 5 

( I )  Menteri merneriksa kelengkapan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam 
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari 
Pejabat 

(2) Dalam ha1 pernyataan sebagaimann dlrnaksud dalam Pasal 4 belum lengkap, Menteri 
mengembalikan pernyataan kepada Pejabat yang menyampaikan pernyataan dalam waktu paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhltu~g sejak tanggal pemyataan diterima untuk dilengkapi. 

( 3 )  Dalanl ha1 pemyataan telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh 
Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puldl) hari kerja 
terhitung sejak pernyataan ditenma dari Pejabat. 

(1) Keputusan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan 
ketentuan : 
a. rangkap pertama diberikan kepada Pemohon melalui Pejabat; 
b. rangkap kedua dikirimkan kepada Pejabat sebagai arsip; 
c. rangkap ketiga dikirimkan kepada perwakilan negara Pemohon; dan 
d. rangkap keempat disimpan sebagai msip Menteri. 

(2) Keputusan Menteri sebagairnana dilnaksud pada ayat ( I )  huruf n dan huruf b disampaikan kepada 
Pejabat dalarn waktu paling lambat 14 (empat belas) hnri kerja terhitung sejak tanggal Keputusan 
Menteri ditetaph. 

(3) Pejabat menyampaikan Keputusan Menteri sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada 
Pemohon paling lambat I4 (empat belas) hari ke rja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima. 

(4) Keputusan Menteri sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan ole11 Menteri kepada 
perwakilan negara Pemohon ddam waktu paling lambat 24 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 
tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. 

Pemohon wajib mengembalikan dokurnen ymg berkaitan dengan statusnya sebagai wargn negara asing 
kepada instansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal6. 

(1) Dalam ha1 pernyataan Pemohon ditolak karena mengakibatkan Pernohon berkewarganegaraan 
ganda Menteri memberitahukan kepada Pernohon melalui Pejabat dalam-waktu paling Lambat 14 
(hari) terhitung sejak tanggal penolakan pemyataan. 

(2) Pejabat menyarnpaikan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
waktu paling lambat 14 (ernpat belas) hari terhitung sejak pernberitahuan penolakan diterima. 

(3) Bagi Pemohon pemegang ijin tinggd terbatas yang pernyataan permohonannya ditolak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi ijin tin@ tetap sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam ~ a s a i  5 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia. 



BAB 111 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Menteri ini rnuloi berlaku pada tanggal ditetapkm. 

Ditetapkan di Jakarta 
tanggal 26 September 2006 

ASASI MANUSIA 



Perihal : Pernyataan 
untuk Memperokh 
Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 

Lampiran I 
Peraturan Menteri t1uktrm dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 

tentang Tata Cam Menyampaikan Pernyataan 
untuk Menjadi Warga Negara Indonesia 

Tanggal 26 September 2006 

..., I )  ......... ............... 
Kepadn 

Yth. Menteri Mukum dan I-Iak Asasi Manusia 
Republik Indonesia 
melalui 
Kepala Kantor Wilayah 
Departemen I-Iukum 
dan Hak Asasi Manusia Repubfik Indonesia 
..................... ...-.. ... 
di- 

Yong bertmda tangan dibawah ini : 

i. Nama Lengkap 

2. Tempat dan Tanggal Lahir 

3. Alamat Tempat Tinggal 

4. Kewarganegaraan 

5. Adalah isteri/sunmi dnri 2' 

Nama Lengknp 

Tempat tanggal lahir 

Kewarganegaraan 

... ... berdasarIcan lcutipan akte perkawinanlbuku nikah nomor tanggal ... tahun ; " 

dengan ini menyampaikan pemyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik 

Indonesia mengikuti suamihsteri berclnsarlcan Pasal I9 Undmg-Wndang Nomor 12 

Tahun 2006. 

Untuk rnelengknpi pcrnioho~inn pendnhmn ini saya lampirkail : 

1, fotokopi kutipan akte kelahimn Pc~nohon yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

2. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat ketenngan tempat tinggal Pemohon yang 

disalkan oleh pejabat yang berwenang; 

3. fotokopi htipan akte kclahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negare Indonesia 

suami atau isteri Pemnol~on yang disahkan oleh pejnbnt yang berwenang; 

4. fotokopi kutipan ulcte perkawinndbuku nikah Pemohon dan suami atau isteri yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

5. surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkm 

bahwa Pemohon telah bcrtempat tinggnl di Indonesia paling singkat 5 (lima) tnhun 
#a 

betturut-tumt atau paling singkat 10 (sepulul~) tallun tidak berturut-turut; 

6. swat keterangan catatnn kepolisian dari keyolisian di tempat tinggal Pernohon; 
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7 surat keterangan dari pewakilan negara Pemohon yang menerwngkan bahwa setelah 

Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesiq ia kehilangan 

kewarganegaraan negara yang bersangkutan; 

8, pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar N e g m  RepilbIik Indonesia Tahun 

1945, dan akan membelanya dengnn sungguh-sungguh seria akan menjalankan 

kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Nega~a Indonesia 

dengan tulus dan ikltlas; dan 

9,  pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lernbar. 

Demikian pernyataan ini says sampaihn untuk dapat dikabulkan. 

Atas perhatiannya disarnpaikan terima kasih. 

Pemohon, 

meterai dan tanda tangan 

(nama lengkap) 
Catatan : '' diisi tempat, tanggal, bulan, dan trJlun surat dibuat; 

coret yang tidak perlu; 
3, diisi dengan n m o r  dan tanggal akte perkawinanhuku nikah; 
4, pernyataan dibuat sesuai dengan contoh dalam lampiran U. 

N HAK ASASI MANUSIA 



tampiran I1 
Peratirran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

- - - - - - . RepubG k Indonxa- - _ - - - .- - - - . - - - 
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan 
i~ntuk Menjadi Warga Negara Indonesia 

Tanggal 26 September 2006 
PERNYATAAN 

ICESETIAAN TERRADM NEGAR4 IUCSATUAN WPUBLIK INDONESIA 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap 

Tempat, Tanggal Lahir * 

Jenis Kelamin 

Peke jaan 

@ Perempuan 

Alamat tempat tinggal 

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, 
mengakui, tunduk, dan setia kepada Negam Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal~un I945 dan akan membelanya dengan sungguh- 
sungguh serta akm menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga 
Negara Indonesia dengan tulus dan W a s .  

Dernikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat baik jasrnani maupun rohani dan tanpa 
tekanan dari pihak manapun. 

Yang menyatakan, 

meterai dan tanda tangan 

(nama lengkap) 

Catatan : *' diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dm tahun pernyataan dibuat. 

~ ~ D A N  HAK ASASI MANUSIA 
K INDONESIA, 



Larnpiran 111 
Pernturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan 
untuk Menjadi Warga Negara Indonesia 

Tanggal 26 September 2006 

DEPARTEMEN I-IUKUM DAN I-LAIC ASASI MANUSIA 
............ !CANTOR WILAYAEI PROVJNSI 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas 
Perihal : Pengembalian Pernyataan 

Untuk memperoleh 
Kewarganegaraan RI 

..., 1) ............... ............... 
ICepada Yth. 
Sdr. 2) ........................... 
................................. 
di- 

Menunjuk pernyataan Saudara tanggal ... bulan ... tahun ..., setelah kami 

lakukan perneriksaan ternyata pernyataan yang Saudara ajukan belum iengkap. 

Sehubungan dengan itu bersama ini kami kembalikan pernyataan Saudara. 

Pemyataan dapat diajukan kernbali apabila telah rnemenuhi kelengkapan sebagai 

berikut : 

1. fotokopi kutipan akte kelahiran Pcmohon yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

2. fotokopi Icartu tmda pendudulc atau sul-at keterangan tempat tinggal Pemohon yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

3. fotokopi kutipan akte kelnhiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia 

suami atau isteri Pemohon ynng disuhknn oleh pejabat ynng berwenang; 

4. fotokopi kutipan akte perkawina~dbuku nikah Pemohon dan suarni atau isteri yang 

diahkan oleh pejabat yang berwenzmg; 

5. surat keterangan dari kantor irnigmsi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan 

bahwa Pemohon telah berte~npat tinggal di Indonesia paling sin&at 5 (l im) taIiun 

berturut-turut atau paling singkat I0 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 

6. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon; 

7. surat ketemgan dari pe~wlcilan negara Pemohon ynng menerangkan bahwa setelah 

Pemohon rkrnpcroleh K c w a r g a n c g n  Republik Indo~~esia, ia 'kehilangan 

kewarganegaman negarn y:lng bcra~ngki~kuln~p 
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d .  pernyRtaan tercults bahwa Pemohon &an setla kepada Negara Kesntuan Republik 

Indonesia, Pancas~la, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taht~n 

1945 clan akan rnernbelanya dengan sungguh-sungph serta akan menjarankan 

kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara lndones~a 

dengan tulus dan ikhlns; dan 

9. pasfato Pernohon terbaru berwerna ukuran 4x6 cm sebanyak G(enam) lembar. 

Kantor Wilayah 
Departemen Hukum clan HAM 

Catatan : 
') diisi ternpat, tanggal, bulan, dan tal~un surat dibuat; 
') diisi narna dan alamat Pemohon yang mengajukan pernyataan. 



Lampiran IV 
Peraturan Menteri I-Iukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia 
Nomor M.02-I-IL.05.06 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Menyarnpaikan Pernyataan 
untuk Menjadi Warga Negara Indonesia 

Tanggal 26 September 2006 

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
............ KANTOR WlLAYAH PROVTNSI 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) bundel berkas 
Perihal : Penyampaim Pernyataan 

untuk Memperoleh 
Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 

1) ............................... 
Kepada Yth. 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesin 
di- 
Jakarta 

... ... .... Menunjuk pernyataan Saudara 2), tanggal ... bulan tahun bersama ini 

kami sampaikan pernyataan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia 

berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nonlor 12 Tahi~n 2006 atas nama : 

yang dilampiri dengan 

[l] fotokopi kutipan akte kelahirm Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang; 

[2] fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang 

disahkan olch pejabat yang berwenang; 

[3] fotokopi kutipan akte lielahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia 

s ~ m i  atau isteri Pe~nohon yang disnhkm ole11 pejabat yang berwenang; 

[4] fotokopi kutipan akte perkawinanhuku nikah Pemohon dnn suami atau isteri yang 

disahlcan oleh pejabat yang berbvenang; 

[S] surat keterangan dari kantor imiglasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan 

bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun 

bcrtumt-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tnhun tidak berturut-turut; 

(61 surat keterangan catatan kepolisinn dari kepolisian di tenlpat tinggd Pemohon; 

[7] surat keterangan dari perwnkilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah 

Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan 
m 

kewarganegaraan negam yang bersangkutan; 



[8] pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepnda Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negnra Republik Indonesia Tahun 

1945 dan akan rnernbelanya dengan sungguh-sungguh serta akan rnenjalankan 

kewajibm yang dibebankan negara kepadanya sebagai Warga Negara Indonesia 

dengan tulus dan ikhlas; dan 

[9] pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar. ') 

Menurut perneriksaan kami pemyataan tersebut telnh memenuhi persynmtnn 

sebagttimana ditentukan dalarn Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ... 
Tahun 2006. 

Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan HAM 

.................. , 

Catatan : 
') diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun m t  dibuat; 
*) diisi nama Pemohon; 
') [ J agar diberi tanda 4 sesuai dengan dokurnen yang dilampirkan sebagai kelengkspan pernyatnon. 


